SALINAN

jdih.tanjungpinangkota.go.id

Menimbang

WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

a. bahwa berdasarkan Pasal 196 ayat (4) Peraturan Perundang-
Undangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyebutkan Dalam hal gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sudah sesuai dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD,
Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada
kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada
kabupatenlkota tentang penjabaran perubahan APBD, dan
telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan
rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda
kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten/kota

menjadi Perkada kabupaten/kota;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditindaklanjuti

dengan Pembentukan Peraturan Wali Kota tentang



Mengingat

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun  Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4112);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,



10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4654);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lemaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



18.

19.

20.

21.

22.

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 200);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan



31.

32.

33.

34.

35.

36.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan  Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2023 Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 72 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 36);

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2025
Nomor 79);

Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun
2023 Nomor 504) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor
10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024
Nomor 514);



Menetapkan :

37.Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2024
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 521).

38. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2024
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 525);

39. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2024
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah

Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 526);

40. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2024
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 527);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN  WALI KOTA  TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 171.324.247.147,03
2. Pendapatan Transfer Rp 832.216.315.989,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 10.204.955.622,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.013.745.518.758,03

(Satu Triliun Tiga Belas
Milyar Tujuh Ratus Empat
Puluh Lima Juta Lima Ratus
Delapan Belas Ribu Tujuh
Ratus Lima Puluh Delapan
Koma Nol Tiga Rupiah)



b. Belanja

1. Belanja Operasi

553.789.054.558,00
338.434.552.823,00
0,00
36.611.795.475,00
0,00

a) Belanja Pegawai Rp
b) Belanja Barang dan Jasa Rp
c) Belanja Subsidi Rp
d) Belanja Hibah Rp
e) Belanja Bantuan Sosial Rp

Jumlah Belanja Operasi Rp

928.835.402.856,00

(Sembilan Ratus Dua Puluh

Delapan Milyar Delapan
Ratus Tiga Puluh Lima Juta

Empat Ratus Dua Ribu

Delapan Ratus Lima Puluh

Enam Rupiah)

2. Belanja Modal
a) Belanja Modal Tanah Rp
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp

197,000,000,00
34.357.648.105,00
21.119.246.066,00
32.645.429.009,00
6.733.080.000,00
876.061.950,00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp
f) Belanja Modal Aset Lainnya Rp
Jumlah Belanja Modal Rp

95.928.465.130,00

(Sembilan Puluh Lima Milyar
Sembilan Ratus Dua Puluh
Delapan Juta Empat Ratus

Enam Puluh Lima Ribu

Seratus Tiga Puluh Rupiah)

3. Belanja Tidak Terduga
a) Belanja Tidak Terduga Rp

93.273.422,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp

93.273.422,00

(Sembilan Puluh Tiga Juta

Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga

Ribu Empat Ratus Dua
Puluh Dua Rupiah)
Jumlah Belanja Rp 1.024.857.141.408,00

Surplus/ (Defisit) (Rp

11.111.622.649,97)



C.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp

Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan netto

Rp 22.019.932.704,38

Rp 0,00

Rp 22.019.932.704,38

(Dua Puluh Dua Milyar
Sembilan Belas Juta
Sembilan Ratus Tiga Puluh
Dua Ribu Tujuh Ratus
Empat Koma Tiga Puluh
Delapan Rupiah)

10.908.310.054,41

(Sepuluh Milyar Sembilan
Ratus Delapan Juta Tiga
Ratus Sepuluh Ribu Lima
Puluh Empat Koma Empat
Satu Rupiah)

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

penjabaran laporan realisasi anggaran.

dirinci lebih lanjut ke dalam

(2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.1 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 Agustus 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 552

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Lia Adhokat#fi, SH.,MH.
BeibmiaSTK. [ (IV/b)
M{BPIO2&1 1092006042021



